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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BIMA

Nomor 07 Tahun 2019

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BIMA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Bima dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga mampu memberikan peiayanan
prima bagi pengguna jasa pelayanan, maka perfu ditetapkan Maklumat
Pelayanan sebagai pelaksanaan tugas pelayanan;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat 1. Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok — Pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (I.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang — Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di
Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2002 Nomor 26,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);,

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
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Menetapkan
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor

58.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps

dan Makiumat PelayananPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80,Tambahan Lembaran Negara
indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia nomor 5135);

O

MEMUTUSKAN

Menetapkan Maklumat PelayananAparatur Pelayanan Publik Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi, memberikan pelayanan prima, disiplin, tertib, berkualitas, dan beretika.

Maklumat Pelayanan Aparatur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
tertera pada Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  Kota Bima
Pada Tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BIMA




LLAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA BIMA
NOMOR : 07 TAHUN 2019

TANGGAL : 10JANUARI 2019
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DENGAN INLKAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INLKAMI MENERIMA SANKSI SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Ditetapkan di Kota Bima
Pada Tanggal 10 Januari 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
ATATAN SIPIL, KOTA BIMA
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